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Hal . Kartu Peserta BPJS Kesehatan

sebagai syarat dalam Permohonan
Pelayanan Pendaftaran Peralihan
Hak Atas Tanah atau Hak Milik
atas Satuan Rumah Susun karena
Jual Beli.

Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
2. Kepala Kantor Pertanahan
di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor
1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Nasional, maka dalam rangka menjamin keberlangsungan
program Jaminan Kesehatan Nasional, bersama ini disampaikan hal-hal
sebagai berikut:

1. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari sistem
jaminan sosial nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan
mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory)
berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat
yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar
luran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Dengan demikian, seluruh
penduduk wajib menjadi peserta jaminan keschatan termasuk warga
negara asing (WNA) yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di
Indonesia.

2. Berdasarkan diktum KEDUA angka 17 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
Nasional, menginstruksikan agar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional memastikan pemohon pendaftaran peralihan
hak atas tanah karena jual beli merupakan peserta aktif dalam program
Jaminan Kesehatan Nasional.

3. Berdasarkan ...

Me ﬁayamj Prﬂfm'&mf ﬁfp&ﬁcaﬁga



3.

o T

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, setiap permohonan pelayanan
pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah
Susun karena jual beli harus dilengkapi dengan fotokopi Kartu Peserta
BPJS Kesehatan.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan

penuh tanggung jawab.

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Rirektur Jenderal
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Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di
Jakarta;

2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional, di Jakarta;

3. Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional, di Jakarta;

4. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;

5. Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan, di Cikeas.



